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Kata Kunci: Independensi, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Pemilukada. 

Independen dikenal dengan adanya kebebasan bagi penyelenggara negara dari 

intervensi dan pengaruh seseorang, kekuasaan pemerintah, partai politik dan pihak 

manapun dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan 

pemilu. Di Indonesia, KPUD merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat 

nasional, tetap, mandiri dan independen. Dimana KPUD memiliki tanggung jawab 

penuh terhadap pelaksanaan pemilu pada setiap tahapannya untuk melaksanakan 

pemilu secara damai dan aman. Dikarenakan Komisi ini tidak hanya berurusan 

dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung 

dengan pemerintah dan masyarakat luas untuk mengawal proses jalannya pemilu 

mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga proses penghitungan suara 

dan penentuan hasil pemilu. Independensi KPU dalam hal ini sangat dijunjung 

tinggi mengingat KPUD merupakan penyelenggara pemilu yang harus dituntut 

untuk independen dalan melaksanakan kewajiban, tugas dan wewenangnya dalam 

pemillihan umum. Mengingat independensi lembaga penyelenggara pemilu 

merupakan persoalan penting agar dalam pelaksanaan pemilu dapat dilakukan 

secara adil dan lancar bahkan dapat menciptakan pemilu yang berintegritas 

berdasarkan prinsip demokrasi. Melihat persoalan tersebut maka diharapkan 

kedepan KPUD dapat bertanggung jawab atas terlaksananya pemilu secara adil, 

lancar dan juga mempunyai integritas yang kuat, jujur, komitmen, dedikasi 

terhadap suksesnya pemilu serta bertindak secara profesional demi tegaknya 

demokrasi dan keadilan.   
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Keywords: Independence, Regional General Election Commission, General 

Election.  

Independent is known as having the freedom to regulate the state from the 

authorities and the ruling party, the ruling party, the ruling party and any party in 

the decision making and parties involved in the election. In Indonesia, KPUD is a 

state institution that remains national, permanent, independent and independent. 

Where the KPUD has full responsibility for the implementation of general 

elections at each stage for the implementation of peaceful and safe elections. 

Because this Commission is not only related to the political parties participating 

in the election, but also has to deal directly with the government and the wider 

community to guard the process of the election starting from preparation, 

organizing to the process of counting the votes and election results. The 

independence of the KPU in this matter is highly respected, considering that 

KPUD is an election organizer that must be required to be independent in 

carrying out its duties, duties and authority in general election. Taking the 

independence of the EMB important to carry out elections can be done fairly and 

easily can create elections with integrity based on democratic principles. Seeing 

this, it is hoped that in the future KPUD can be responsible for the 

implementation of elections fairly, safely and also have strong integrity, honesty, 

commitment, dedication to the success of the election and supporting 

professionals to promote democracy and prosperity. 
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